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MAKI akan Gugat Puan Maharam

JAKARTA - Koordmator Masyarakat Anti Korupsi Indonesiz
(MAKI) Boyamin Saiman:+ menyatakan bahwa MAKI akan
menggugat Ketua DPR RI Puan Maha-
rani ke Pengadﬂan TataUsaha Negars
(PTUN) Jakarta. :

“MAKI akan gugat Puan Mdhdram
perkara seleksi calon BPK,” kata Ro;
yamin melalui keterangan tertulisnys
-yang diwartakan antara, Jumat (6/8). ;
Adapun gugatan tersebut terkail
dengan penerbitan Surat Ketua Dewai:
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indo-
nesia Nomor PW/09428/DPR RI/VIl#
2021 tanggal 15 Juli 2021 kep
pimpinan DPD‘RI tentang Penyampaian Nama Nama C aiou
Anggota BPK RI yang berisi 16 nama.

Dari 16 orang tersebut terdapat dua orang calon Anwgm
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yan:
diduga tidak memenuhi. persyaratan, yaitu Nyoman A«
Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. . |

Berdasarkan daftar riwayat
hldup Nyoman Adhi Suryadnyana :

Puan Maharani

> ebagai Sekre-
. taris Direktorat Jenderal Perim-
. bangan Keuangan (DJPK), yang
otabene merupakan Jabatan KPA.
_ “Kedua orang tersebut harusnya
i tsi karena ‘berten-
tangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 200
i+ tentang BPK,” ucap-Boyamin.
Pasal tersehut menyatakan bahwa untuk dapat d1p1h$
__sebagaiAnggota BPK, calon harus paling singkat telah dua tzhur
~ meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola *
keuangan negara. Oleh karena itu, MAKI menyimpulkan bahwa
‘ketentuan pasal tersebut mengandung makna; seorang Calon
' Anggota BPK dapat. dlpﬂlh untuk-menjadi Anggota. BPK, apabxlqu
'+ "CalonAnggota BPK tersebut telah meninggalkan jz abatan (tidak
‘ rnen]abat) di lingkungan pengelola keuangan negara paling
singkat dua tahun terhltung se]ak penga]uan sebaga1 Calm;
Anggota BPK. ;

! termasuk membatalkan ha.sﬂ ‘seleksi calon anggota B )
tidak memenuhi persyaratan. i
MAKI merasa perlu mengawal DPR untuk mendapatkm
~calon anggota BPK yang baik. dan integritas tinggi, termasult
tidak boleh meloloskan calon yang dlduga tidak memenuhi
persyaratan. (')




